PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, dan
kemasyarakatan di Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai Pembentukan dan
Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2008 Nomor 10.; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.

23



1)
)

1)

)

1)

Bupati adalah Bupati Sragen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris
DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
Tenaga Ahli adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, dan hak
seseorang yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Pasal 2
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

® a0 oT

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris;
b. Bagian Rapat dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Perundang-undangan;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
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c. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.

d. Kelompok Tenaga Ahli;

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 5
Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugashya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub
Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
dan horisontal di lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat
Daerah serta instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 8

(1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui, mematuhi
petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-
masing.

(3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkaji laporan yang
diterima, dan mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan laporan lebih lanjut.

(4) Pejabat Struktural Sekretariat DPRD berkewajiban mengawasi bawahan dan
mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan serta mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat

DPRD, Bagian, dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki
jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 59 Seri D Nomor 48) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 12
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . cukup jelas
Pasal 2 . cukup jelas
Pasal 3 . cukup jelas
Pasal 4 . cukup jelas
Pasal 5 . cukup jelas
Pasal 6 . cukup jelas
Pasal 7 . cukup jelas
Pasal 8 . cukup jelas
Pasal 9 . cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 9
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LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PIMPINAN DPRD

SEKRETARIS
:_ ______________________________________________________ 1
TENAGA AHLI
BAGIAN BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN
|
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM RAPAT DAN RISALAH
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN PERUNDANG-UNDANGAN
BUPATI SRAGEN,
SUB BAGIAN 7
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM DAN 2 7
KEUANGAN PERPUSTAKAAN X
§77
UNTUNG WIYONO
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